Analisis realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung by Suryani, Lilis
  
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah pusat memiliki kewajiban konstitusional untuk memajukan 
kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat, 
pemerintah membentuk unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan 
kemakmuran masyarakat. Selain unit-unit usaha BUMN dan BUMD yang 
berbadan hukum, pemerintah juga membentuk unit pelayanan yang sekaligus 
berfungsi sebagai unit usaha namun bukan berbadan hukum yaitu Badan Layanan 
Umum (BLU) dan untuk level pemerintah daerah yaitu Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD). 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beroperasi sebagai perangkat 
kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih 
efektif dan efesien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat yang pengelolaannya 
dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. 
BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis sehat. 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BLU ditetapkan dengan azas-azas 
sebagai berikut: 
  
a. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian 
Negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan 
umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang 
didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 
b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementrian 
Negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU 
tidak terpisah dari kementrian Negara/lembaga/pemerintah daerah 
sebagai instansi induk. 
c. Menteri/ pimpinan/ lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum 
yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang 
dihasilkan. 
d. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan 
kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. 
e. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian 
keuntungan. 
f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU 
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja 
kementerian Negara/lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah. 
g. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan 
praktik bisnis yang sehat. 
  
 
BLU/BLUD dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada 
masyarakat, diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangannya, yaitu 
terletak kepada pengelolaan yang mandiri. Pendapatan operasional tidak lagi 
disetor ke daerah namun dikelola sendiri dengan catatan adanya regulasi 
mengenai PPK BLU/BLUD. Karena hal tersebut, BLU/BLUD dituntut dapat 
mengelola dan menggunakan anggaran secara lebih efesien serta dapat 
mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya agar dapat meningkatkan 
pelayanan terhadap publik. 
Badan Layanan Umum Daerah dalam hal laporan keuangannya 
menyajikan laporan keuangan selaku SKPD yang anggarannya bersumber dari 
APBD dan laporan keuangan selaku BLUD yang anggarannya bersumber dari 
pendapatan operasional. 
Sebagai sebuah Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Kota Bandung 
memiliki beberapa karakteristik khusus dalam pengelolaan keuangannya 
dibandingkan dengan SKPD. Beberapa perbedaan pengelolaan keuangan antara 
BLUD dengan SKPD adalah: 
1. BLUD boleh menggunakan pendapatan yang diterimanya dari 
masyarakat untuk kegiatan operasionalnya tanpa harus menyetorkan ke 
rekening kas daerah. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak ada 
kewajiban bagi BLUD untuk melaporkan penerimaan pendapatannya 
tersebut kepada Pemda. Sementara SKPD harus menyetorkan 
pendapatannya setiap hari ke rekening kas daerah. 
  
2. BLUD boleh memiliki rekening bank sendiri yang terpisah dari 
rekening kas daerah. Dan, rekening tersebut boleh digunakan untuk 
mengelola pendapatan dan belanja secara bersama-sama. Dalam 
laporan keuangan Pemda, rekening BLUD masuk sebagai bagian dari 
Kas Daerah. 
3. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk penatausahaannya juga 
boleh berbeda. BLUD dapat menyesuaikan format dokumen tersebut 
sesuai nature bisnis. 
Dalam pengelolaan keuangannya RSUD Kota Bandung pasti memiliki 
kendala yang dihadapi. Permasalahan mengenai anggaran merupakan sesuatu 
yang tidak dapat dihindari. Target perencanaan yang tinggi terkadang tidak 
sebanding dengan realisasi anggaran yang rendah atau sebaliknya. Ketika tingkat 
realisasi anggaran tidak mencapai target atau berjalan secara fluktuaktif atau 
dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dapat mengartikan bahwa 
kinerja suatu lembaga atau badan tersebut kurang efektif dan efesien dalam 
mengelola keuangannya. 
RSUD Kota Bandung telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung 
No 445/Kep-868-RSUD/2010. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan 
prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas dengan berazaskan akuntabilitas dan 
transparansi. Dalam rangka penerapan prinsip dan azas tersebut, maka dalam 
penatausahaan keuangan diterapkan system akuntansi berbasis akrual 
(SAK/Standar Akutansi Keuangan) dan (SAP/Standar Akutansi Pemerintah). 
  
Dalam pengelolaan dengan PPK BLUD Rumah Sakit, untuk menjamin 
kelangsungan penyelenggaraannya masih mendapatkan subsidi pemerintah. 
Subsidi berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan pengadaan barang 
jasa dapat bersumber dari APBD maupun APBN. 
Sejalan dengan hal tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung 
sebagai salah satu BLUD di kota Bandung dalam laporan realisasi anggaran 
belanja selaku SKPD yang anggarannya bersumber dari APBD selama tiga tahun 
dari tahun 2014-2016 dapat dikatakan baik karena target dapat terealisasi diatas 90 
%. Tetapi pada tahun 2017, mengalami penurunan penyerapan anggaran sekitar 
9,69 % yaitu dari persentase 98,63 % pada tahun 2016, menjadi 88,94 % pada 
tahun 2017. Target anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 89.183.704.251 
dengan realisasi sebesar Rp. 79.318.750.914 (88,94 %) terdapat selisih sebesar 
Rp. 9.864.953.337 yang dapat dikatakan cukup besar. Untuk lebih jelasnya 
perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1.1 
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja APBD 
Tahun Anggaran Realisasi Selisih % 
2014 47.817.770.869 44.095.268.235 3.722.502.634 92.22% 
2015 65.788.535.331,8 64.687.604.351 1.100.930.980,8 98.33% 
2016 66.995.296.366 66.074.943.999 920.352.367 98.63% 
2017 89.183.704.251 79.318.750.914 9.864.953.337 88.94% 
 
  
Selain itu, dalam laporan realisasi anggaran belanja RSUD Kota Bandung 
selaku BLUD terjadi penurunan realisasi anggaran selama dua tahun sekali pada 
tahun 2015 dan tahun 2017. Pada tahun 2014 realisasi anggaran mencapai 94,85% 
namun pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 70,26% dari target 
anggaran Rp. 100.000.000.000 hanya terealisasi Rp. 70.262.198.279 . Kemudian 
pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 96,76% 
menjadi 95,13%. Target anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar 
Rp.100.000.000.000 terealisasi sebesar Rp.95.131.590.688. Perbandingan tersebut 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
Tabel 1.2 
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD 
 
Realisasi anggaran RSUD Kota Bandung sesuai data di atas pada laporan 
realisasi anggaran belanja selaku SKPD dan selaku BLUD keduanya terdapat 
ketimpangan anggaran. Pada laporan realisasi selaku SKPD tahun 2017 terdapat 
penyerapan realisasi anggaran yang kurang dari tahun sebelumnya. Kemudian 
pada laporan realisasi selaku BLUD pada tahun 2015 penyerapan realisasi 
Tahun Anggaran Realisasi Selisih % 
2014 56.000.000.000 53.117.798.657 2.882.201.343 94.85% 
2015 100.000.000.000 70.262.198.279 29.737.801.721 70.26% 
2016 100.000.000.000 96.764.853.503 3.235.146.497 96.76% 
2017 100.000.000.000 95.131.590.688 4.868.409.312 95.13% 
  
anggaran hanya mencapai persentase sebesar 70,26%  Hal ini mungkin terjadi 
karena terdapat kendala yang dihadapi RSUD Kota Bandung dalam proses 
realisasi anggaran sehingga penyerapan tidak sesuai dengan anggaran yang 
tersedia dan telah ditetapkan sebelumnya. 
Berdasarkan uraian di atas peneliti menganggap penting untuk dilakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai realisasi anggaran belanja RSUD Kota Bandung 
melalui karya tulis dengan judul “ANALISIS REALISASI ANGGARAN RSUD 
KOTA BANDUNG” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka identifikasi 
masalah dari penelitian ini adalah menurunnya persentase penyerapan realisasi 
anggaran selaku SKPD pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya. Dan terjadinya 
penurunan realisasi anggaran belanja selaku BLUD pada tahun 2015 sebesar 
70,26%  yang tidak mencapai pagu yang telah ditetapkan.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pencairan anggaran di RSUD Kota Bandung? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan 
oleh RSUD kota Bandung? 
3. Bagaimana ketercapaian program dalam realisasi anggaran RSUD 
Kota Bandung? 
 
  
 
D.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 
bertujuan: 
1. Mengetahui mekanisme pencairan anggaran di RSUD Kota Bandung. 
2. Mengetahui pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang 
dilakukan oleh RSUD Kota Bandung. 
3. Mengetahui ketercapaian program dalam realisasi anggaran RSUD 
Kota Bandung. 
E. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang 
dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang 
akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta 
menambah sumber pustka yang telah ada. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah 
Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah untuk 
menentukan arah dan strategi dalam memberikan penyerapan anggaran di 
masa yang akan datang. 
 
  
 
b. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai realisasi anggaran sebagai akuntabilitas penggunaan 
dana masyarakat oleh pemerintah daerah. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar 
pembanding dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang 
kajian ini. 
d. Bagi Peneliti 
Penelitian ini menjadi ruang belajar yang syarat nilai positif dan 
sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti 
berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama 
berkaitan langsung dengan bidang keuangan atau akutansi sektor publik. 
F. Kerangka Penelitian 
                        
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
  
Administrasi Publik 
Realisasi Anggaran 
(Indra Bastian 2010:239): 
1. Pencairan Anggaran 
(Pengeluaran) 
2. Realisasi Pendapatan 
3. Pelaksanaan Program 
Keuangan Publik/Negara 
  
 
Konsep kerangka pemikiran yang peneliti gunakan adalah konsep yang 
dimulai dari Grand Theory yaitu Administrasi Publik, Middle Theory yaitu 
Keuangan Negara, dan Operational Theory yaitu Realisasi Anggaran. 
Menurut Wirman (2012:26), Administrasi Publik/Negara adalah proses 
kerja sama kelompok orang yang terdiri dari aparatur Negara, anggota 
legislative, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok 
kepentingan (interest group), organisasi profesi, media massa, atau 
masyarakat sipil lain dalam merumuskan, mengimplementasikan 
(melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan pencapaian tujuan Negara secara efesien dan berkeadilan 
sosial. 
Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuanga 
Negara (UUKN), makna keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berkaotan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Realisasi anggaran adalah pelaksanaan suatu perencanaan anggaran. 
Menurut Indra Bastian (2010:239), realisasi anggaran terdiri dari tiga kegiatan 
utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi anggaran 
(pendapatan), dan pelaksanaan program. Sedangkan siklusnya dimulai dengan 
persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. 
 
